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RETR
IBUS| PEMBERIAN 1ZIN USAHA PERFIILMAN

DE
NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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Menimbang
= hah“’a dengan ditetankannya Peraturan Pemerintah
IVUHIU( 25

Tahuin 2000 tentang r‘umnpahall
keWen'mqan Pemerintah dan Provinsi sebagali
fan  Ctonom, maka P erian lzin Ussha
filman  telah menjadi Kewenanqan Pemerintah
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4, lUndang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentana
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Femerintanan Daeran ( Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan l.embharan Negara Nomor
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o)

gndang = undang iNomor 11 Tahun 2000 tentang
Tahiohen Atas Undang — undang Nomer S

o 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,
Eabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai
%‘;uaal}&ﬂ ( Lembarah Negara Tahun 2000 Nomor

sndang ~ undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
g ?flibahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
i Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
'ambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
Peraturan Pemerintal Nomor 8 Tahun 1994 tentang
,\P €nyelenggaraan Usaha Perfilman ( Lembaran
Negara  Tahun 1994  Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3541 )

..Co

(¢

Feraturan Pemerintah iNomor 20 Tahun 1997
tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Nagara Tahun
1897 Noriior 58, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3692) ;

1C. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenanga:
Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3552

-
-

reraturan Dasrah Nomor 14 Tahun 1598 tentang
Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil di
D 4 .

lingkungan
remerintah Daerah Kabupaten Banggai ;

12. Peraturan Daerah ‘Kabupaten Banggai Nomor 20,
lanun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten
Ranggai ( Lembaran Daerah Nomor 35 Seri D
Noimor 13)

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas -
dinas Daerah Kabupaaten Banggai ( Lembaran

Daerah Nomor 2 Seri D Nomor 2 ).

QCengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGA|
© 7 JENTANG RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN  USAHA

PERFILMAN.
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Pasal 1

g “ggai .

epala Daerah beserta Perangkat Daerah
ksekutif Daerah ;

m

Bupati adalah B

upat ggal :
Dewan F’Prwaknlan at Daerah vang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Parwakilan Ra'r\“y'at Dasrah Kabupaten Bainggal sebagai Badan

Leqislatif Daerah
adalab N : i
uunaa aGaian winas ! |f0 Nas dqu "nocm nll Si Kabupaten Banggai atau
ur:sur pelaksana teknis Yang menangani usaha perfilman ;
Film adalah karya cipta seni dan budaya yang meru

comunikas massa  pandang-dengar yang dibuat berdasarkan azas
Slnen_ﬁﬁraf r‘im‘man (\'?!'ekmm nndn

- I-—..q_. -----
uan Lennu;ugl |a|||||yd daiain sega alé beuLUr\

video dan / atau bahai penein
proses kimiawi, proses elektronik atau nroses

lenls dan. ukuran melalui

"~ —Jnmﬂﬂn ~bay

I
IGIII n lya uc

ryain awau taﬂpa suarg, yang uapq; dnpc:"tun,ur\au da \ / atau
ditayangkan dengan sistim proyeksi mekanik, elektronik dan atau la nnya;
,Dcrfl!man ada!uh saluriith leamiatan viana P\nrhnhnnn—xn AnnAnan H —:P:q
ey w1 |\\.3|uuu|l ’ s Tivansa luult U\dllvull HUII LA LR )
jasa tenan penge Sporan, peng!mporan, penqouar‘m penUHIUKan dan /

tan n i
atau penayangan film

Pengedaran fiim adalah kegiatan penyepariuasan fiim seiuioid dan
rpkaman video ;

rertunjurain filim adalah peiniutarain filin seluloid yaiig dilakukan melalu
provektor mekanik dalam gedung bioskop atau tempat vana diperuntukan
bagi pertunjukan film atau tempat umum lainnya ;

Penayangan film adaiah pemutaran fiim seluloid da ekaman video yang
a

dilaliilban melalui plro\ 1aletar alaltranile can nem

MMITSINSINSAL T T HIN- P ALY 4} VIVQ\§IVIIII\ - MWl “ ~ IIJ L ] ~“
perangKatl nny )

Ppmlmlan dan nenyewaan film adalah l\eg atan usaha neniualan dan
peityewaan filim dataim beintuk rekaman pita video, piiingan video daii /
atau bahan penemuan teknik lainnva kepada konsumen :

= aha serfilman adalah izin vang diberian slah sansarin PO I Ry
iZin usana 'JCIII niail auaain i yaii diberinan vich peinierinan Gacian
keoada orang pri b di dan pbadan hukum vy

film, penjualan dan per wowaanfilm
Pnfrlﬁllc{ nemherian izin usaha nerfilman adalah retri bJQl vang dipungut

~- (R R arE= H Chald
RRTREER S Rt ,-vlulo-v

pada saat pemberian izin usana perfiiman kepada orang pribadi dan
hadan hukum vang melakukan kegiatan usaha dibidang nprﬂlman

Kas Daerah adalah Kas Dagian Kauupateﬂ Bangga .
Waiib Retribusi adalah orang pribadi atau badan vang menurut peraturan
serundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi |

-
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a Dadam Adn
1E€. adan adu!ah suaty bartly han
Perseroan komandia: SeHR ©adan usaha meliputi parseroan terbatas,
atat  Dasrah Hﬁnm-hperseroan lainnya, Badan usaha miiik Negara
= . ' ~T =14 na . b2
Perkumpuian, Fil’maa ma dan bentuk apapun Persekutuan,
a

+ Rongsi Koperasi, Yayasan

4 .5‘.:“;"!3!5, Lembaga: dana Pensiyn -
17 vidSa Reiribusi adalglh < i'.':l;'"’ . '
. Shat a‘l Ka w-..L [ i R sET e
s Eatas V\sktu bagi waijib retrlbusl{ g Akl terentu yuay imefupakan
o. Uural. d""'\‘ﬂ—‘ "\ ta
dlsmqkatmsl quPOqths Cbjek Ratribusi Dasrah, yang selanjutnya dapat
LNt melanarbon Aa?alah.Surat vang dipergunakan oleh waijib retribusi
pernltung-aunr-’vn\uu \.3'.3 Objek reﬁ’ibusi dan \'A')ajib ."e""”‘\"ei Cab;‘-\gal AL
da . o ) ) HMIMUDI Uo/ayyal uawai
nerundan . ImrL Pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan
15.  Surat oo —eangan vana herlaku
D Keieia Rair; e \ L
Pan Reiribusi Daerah yang seianjuinya dapai disingkat

SKRD ada|
.~ 29alah Surat ketetapan vang menentukan besarnva jumlah

20.  Surat Ketetapan Retribysi Daerah Kurang Bayar Tambahan vang

FA]‘\H;II‘V\\IA ~
QCIQIIJULH’Q gapat dicimelas Qw
mee singrat SKRDKET adalah Surat keputusan yang

menentuka i : A i R
Surat L(mwrznt\ambahap atas jumlah retribusi yang teiah ditetapkan ;

Cuia Aglelapan Ret”bUS§ Dae.’ah Lehih BRavar vana ‘selaniutnua dan

LA A TN \AJM ,\Illv \J\tl\dllj\ﬂ‘ll,“ “P’

Q

o
-

- 0
=

St s a
alsingkat SKRDOLEB, agalain Sriees 1o o i e
nomk?mi:r:h“u%b' adalah Surat Keputusan yang menentukan jumia
P=NDAYaran retrihusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar
c rotrinus| yang toirutang atai Sotalk cabm i n bam ko
. ) didu udax Serdrusiinyd eruany
22, Sur T g: ) iy

at Taglharj Ret‘rltl)USl Daerah vang selanjutnya dapat disingkat STRD

Uountuk malaloiliam  4n ; :

win miiakukan w@ginan
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Penyidikan Tindalk Pida

Ply G S
lindakan yang diigkukan oieh penyidik untuk mencari sera
mengumpulkan bukti yvang dengan bukti itu membuat terang tindak
plaana aqibigang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanva,

Deingain naima Retiibusi izin usaha peifilinan gipungut ietiibusi sebagai
pembayaran atas pelavanan pemberian izin usaha dibidang perfilman.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah peiayanan yang diberikan atas .pemberian izin

LRSI R E=Y

(2) . Jasa peiayanan adaiah pemberian izin usaha perfiman yang meliputi

| ) DRI IRy [ e em e L] e

a. izin Usaha Fefilimain dibigang usana peredaian filim.

b. Izin Usaha Perfilman dibidang usaha pertunjukan film.

¢. lzin Usaha Perfilman dibidang usahg penayangan "m

d. fi dibidang usaha penjuaian dan penyewaan fiim /

izin Usaha Perfiiman
/1 .

rolkaman vi
NI LIWAL L YV

Setiap usaha
memiliki izin dari Bu

s
W)
~~

iman sebagaimana dimaksud daiam ayat (2), harus
]

pati Cq. yang bersangkutan,
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Retribusi izin Usaha Perfiiman a
Pe ormtah Daerah kenada oran

—~
ro
~=

(1)

etiib

daiah jasa peiayanan yang diberikan oleh
g atau Badan Hukum, termasuk golongan

-t

usi perizinain ¢ witeitu,

BAB iV
CA. utx\ “I!~'f\“:|‘_l. \UR T!b-'GK:A\T PE.-I\:\:U'HIIA\IAIII' JII\\SIA\

Pasal &

Ilngkat Ipenggunaar\ jasa izin usaha perfilman diukur / dihitung
erdasarkar “acar aAaw

Ueidasaiman vesar dan / atau kecil volume usaha dari orang atau badan
hukum yang bermohon izin usaha perfilman,
Retribusi  Izin Usaha Perfilman scbagamana dimaksud ayat (1)
pembayaran dilakukan pada saat pemohon mendaitz rkan / memperoieh
'zin usahanya,

BAB V

Frinsip dan sasaran daiam Penetapan besarnya tarif retribusi izin usana

nerfilman  didasarkan atas tuinan  untuk meninakatkan nelayanan
masyarakat dalain  melakukai Kegiatain  Usahanya deingan  tetap
meperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemapuan masvarakat
dan aspex hukum dan Keadilan.,

Penetapan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud avat (1) adalah
meliputi  biaya pehggant ccak formulir  izin administrasi, biaya
operasion a) pembinaan dilapangan daiam rangka pengawasan dan

nenaendalia
rengendall

nAM N
OoAMD VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUS]
Pasai 8

Struktur dan pesarnya tarif retrIDUSl perdasarkan besar dan / atauy keciinya
valume usaha diletapxan ca:nng klasifikasi ienis usaha dari orang atau

[

Ududll llui\ulll ydllg IIIE})BIUIEH ptﬂdya!ldll PEIHU(..IIdII ICHI Ubdlld [Jb‘lHIHIdH
Struktur dan besarnva tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) aitelapkan sebaga. oerikut

Dipindai dengan CamScanner
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a. Usaha Peredaran Film -
i.a. Fiim Seiuioig -

- Kiasifikasj A ditetapkan
- Klasifikasi B ditetapkan

laaibilomn; H
- Klasifikasi C ditetapkan

- Klasifikasi A ditotankan

T revy . I':~.“F-‘-..
- Niasiiikasi g Qitetapkan
- Klasifikasi ¢ ditetapkan

b. Usaha Pertunjukan Film

- Klasifikasi A ditetapkan
- Klasifikasi B ditetankan

- Kiasifikasi C ditetapkan

- L N T - -~ 1n - (g {]
C. usana renayaingan Filin

Wlanibiloaa: A Aibadanl,nn.

s nasinnasi A uIlClGPr\GII

- Klasifikasi B ditetapkan

. Klacifibaci ditatanlran

faashiiasl L ditetapkan

12
.
%)
=
u
(D
3

- Klasifikasi A ditetapkan
1/ laaifilea i ™ dbobaemlom .o
= N\iladiinadSl o unctapr\an

- Klasifikasi C ditetapkan

90

"C)’p'C'
-
o Na
<)
o Q
O O
o O

s

Rp. 150.000,-
Rp. 100.000,~

-~~~

Rp. 150.000,-
Rp. 100.000.-
Rg. 75.000,.

Rn 150000 -
e AR AAA
r\'.) VU, VLU -

Rp. 75.000.-

BAB \
WILAYAH PEMUNGUTAN
(o TR
rFdsdi
: R D T A R = S :
Retribusi Izin Usaha Perfilman dipt::‘.gut dnulu_vun NALUPGCHh banggai.
INCUIVUD) 1L

AB Viii

MASA RETRIRLISI DAN SAAT RETRIRLISI TERIITANG

Pasal 10

2 {dua) tahun,
Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 2 { Gua ) ta

Pasal 11

Saat retribusi ternutang

|2il\ vana dir \e!'SE.'!!.’_‘.k.i!.'.-
Sl Yang QP

A~ —
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Pasal 13

Hasil pungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah
all,

—~
-—
p—

~—~
N)
~~

—~~
-—
~—

~
S~~~

TAYTA AA—B.AB X
TATA CARA PEVIBAYARAN
Pasal 14
?upa't: r_nenentulkan tanggal jatuh tempo pembayaraih dan penyeteran
;;_i:?;r::l yang terutang paiing iama 30 (tiga puiuh) hari setelah saat
Bupali atas peiimotionan wajib retiibusi dapat memberikain peisetujuai

o
Jibicer retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran
r€aiousi  Gengan dikenaksa abinem  brilam

o de /d m~avoan) o
iakain Genta 2 ‘A (Gua peisen) selap ouiai

I,
(AN}
}fr.et*erlambatan engan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
rala cara pombayaran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan
Keputusan Bupati. )
BAB XI
KADALUWARSA
Daral 4K
rasal Y
Penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaul jangka wald
3 (iiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya refribusi, kecuaii apabiia
wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi, '
Kadaluwaisa penagitian reliibusi sebagaimana dimaksud dalaim ayat (1)
tertangguh apabila :
4 Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Parsa atau |
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.
BABS Kii
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18
= . . B 43 . TR T ——
Penyidik adaiah selain penyidik pejabat KODOIL'IE.m Republik | cS
’ i i Qimil tartantu dilingkungan Pamarintah
inna Peiahat Pegawal Negeri Siph feNenin Sndignsrig=h |vl|v’||.|.k~
T ST : ian f iawabnya meiakukan penyidaikan
HASIHn L g e Or?nn tangl’?ﬂunnagirfwa;na;\or?iZnnl(r:| Tal r{nl‘nmpl Inziann -
tindak nidana dibidang Perfilfhan sehagaimana cdimaxsuc caiam SHEass
] :'A|__.___h-r'...|.....- 1981
undaing Noimoi o ranuft .
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dil,

Danmys

0 cuyi P

(2) ik regawai .r\je,"w. o i
< HeH T A ma .
bel’Wenang . 9= Sipi acbasauuana dimaksud dalam ayat (1)
2. melakukan pemerikcann o
. " . Vlllvlu\vuull ahas l\\h .
berkenaan dengan findai pidan Socnaran laporan atau keterangan
b. melakukan nemari an at o cang Perfiiman ;
I . Trrreninadadn ara i
lindak pidang dibidang Peuf;iujrhmap SRS ¥EDa Bl stakuian
. 1 N
C. meminta keterangan dan bahan bukti o
sehubuncan dans . ,>anan oukti dari orang pribadi atau badan
d gan Geingan peristiva tindak pida"‘.a dlbld:"’" Rarfiloaa
- memeriksa orang untyk didengar keter ang Periiman
e. melakukan pemaribe Hwal keterangannya sebagai saksi :
Sl oo wsddn atas alal - alaf atat bahan dan barang lain
. mnlgl{“hf’:\aoar::_ekngan tindak pidana dibidang Perfiiman ;
bukgms;;r'{ reTheiKsaan ditemnat tertenty yang diduga terdanat hahan
! a p 4 e ‘ 1] ' [ ' ] 1 1 H
Delancoaran n\’llelaKUi(an per?yltaan lérnagap panan gan barang nasii
oy~ <) Y8NG dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana
viviuang peitiimai :
ga. memin i idi
2 memi Eaubantu‘arj ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penvidikan
UNGaK picana dibidang Parfilman.
-BAB Xiii
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17
(1) Wa_nb_ Retribusi vang tidak melaksanakan kKewajibannya sehingga
mﬁruglka,", keuanf‘an Danroh dizancam nidana LiriinAasn nalina lamas &
, . . . .3 . \.-'lull \:lullu:.u'l MidG i A\ululluu:l_runl:.vl -uunTa .u
(€nam) bulan atau denda paiing banyak Rp. 5.000.000.- (Lima juta
rupiah).
(2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan Daerah
dan disetor langsung ke Kas Daerah,
72\ R Y R et ToT w TR T i S TR DU mermd AN aalalole o ey e
\\J/ Hinuan PIUde bUL}deIHI fia Qitrianduaq aydl. \ 1) aldaiari }JUIaIIUydldll.
BAR XV
KETENTUAN PENUTUP
MNa =l an
rasdl 10
hal-hal yang belum curup, diatur dalaim Peraturan Oaerah ini sepanjang
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati
’ Pagal 189
Peraturan Perundang - undangan vyang mengatur masal§h+ lF’eern:iQ
sepaijang tidak bertsntangan dengan Undaing — undang Nomor 8 Tahun 1882
tentang Perfilman dan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sebagaimana

A2y

ya.

A At
Hiesuii
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Pasai 2p

Peraturan Daeranh in; oy ,
N Inl mulaj berlaky pada tanggai diundanai
ngkan.

A - 4!
Agar seuap ¢ 1J dapgt
Uapat imencgata g fe. . :

Peraturan Daerah i dp *Mengetanuinva, memerintahkan pengundangain
Vbntimaban e €ngan  penempatan d
Kabupaten Banggai n dalam Lembaran Daerah
Diundangkan di Luwuk
Padatanggal 27 Juni 2001
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